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PERATURAN DAERAI KOTA METRO
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PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
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TAHUN ANGGARAN 2000

WALIKOTA METRO

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah  Kota Mewo Tahun
Anggaran 2000 telah selesai dilaksanakan maka dalam pelaksanaannya
terdapat sisa Perhitungan Anggaran:

bahwa sisa Perhifungan Anggaran Tahun 2000 terscbut diafas dipandang
pertu ditetapkan dalam Peraturan Dagrah;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya
Dati II Metro (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 46, Tambahan
L embaran-lembaran Negara Nomor 3823):

Undang-undang Nomer 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara Femermtah Pusat dan Daerah (Lembaran Neeara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 72);

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 rentang Pengelolaan dan
Pentangsungjawaban Keuangan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia | ahun 2000 Nomor 202); ;

Peramran Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 temang Tata Cara
Pertanggungjawaban  Kepala Daerah (ILembaran Negara Republik
Indonicsia Tahun 2000 Nomo 209);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-
contoh Cara Penyususnan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Dacrah dan Penyususnan Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah; .

Peraturan  Menteri Dalam  Negen Nomor 1 Tahun 1980  tentang
petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Dacraly;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang, Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentarfe Tunfunan
Perbendaharaan dan Tuntunan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah:
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10. Keputusan Menteri Dalam Negernn Nomor 903-269 Tahun 1986 fentang
Penyempurnaan Beniuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah scita
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:

11 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang
Penggunaan Sistem Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dacrah:

12. Keputusan Menteri Dalam Negert Nomor 110 Tahun 1998 tentang Doniuk
dan Susunan Anggaran Pendapatan Dacrah:

13. Peraturan Daerah Kota Memro Nomor 01 Tahun 2000 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000,
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKIL AN RAKYAT DAERAH KOTA METR(O

MEMUTUSKAN

Nenelapkan © PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG PERHITUNGAN

A_\IG_GAR.L\T PENDAPATAN DAN BELANTA DAERAH TAHIIUN
ANGGARAN 2000,

Pasal 1

(1) Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000

sejumiah Rp. 33.430.437 458,79, terdiri atas ;

a. PENDAPATAN

= Pendapatan.. ... e Rp. 27.591.333.217.79.-
b. BELANIJA

= Rutin........................ — Rp. 17.943.747.980.-

- Pembangunan................ Y Rp. 7.888.238.650,-

Rp. 25.832.006.630.-

(2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
adalah .. ... . . Rp. 1.759.326.587,79.-
Pasal 2
(1) Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan - Tahun  Anggaran  200)
sejumlah Rp, 2,265.244.178,- terdiri atas :
a. Pendapatan adalah ..., Rp.  L132622.089 -
b. Belanja adalah ........_.... SHE MR ATV Kar pel o1y R e S A R By Bp. 1.132.622089.-
(2) Sisa Urusan Kas dan Perhitungan berlebih ... ... ... Rp. NIIHIL.
Pasal 3

Sisa Lebh Perinmean Angearan Pendapatan dan Belanja  Daersh | ahun Angearan 2000
sehagimana dimaksud Pasal 1 Ayat (2) ditambahkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belamya Dacrali Lahun 2001
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(1)

(2)

(3)

Pasal 4

Neraca Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 dan Pasal 2, menurul C-I'A scbagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan
Daerah ini:

Bentuk dan Susunan laporan Aliran Kas menurut C.II sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II Peraturan Daerah ini:

Rincian dari Neraca Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud tercantum dalam I.ampiran II

Peraturan Daerah ini;

a. Lampiran Peraturan Daerah (C-1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 111 Peraturan
Daerah ini:

b. Perhitungan Pendapatan (C'/1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah
ini:

¢, Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C/1) scbagaimana tercantum dalam Lampiran
V Peraturan Dacrah ini;

d.Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I'R) scbagaimana tercantum dalam ILampiran V1
Peraturan Daerah ini;

¢. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/LR) schagaimana tercantum dalam
Lampiran VII Peraturan Daerah ini;

f. Perhitungan Belanja Pembangunan (C/I'P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII
Peraturan Dacrah ini:

g Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan {Lampiran C'1'P) sebagaimana tercantum
dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini;

(4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud Pasal | vaitu ;

a. UKP Penerimaan menurut C'IP/UKP sebagaimana tercantum dalam I ampiran X Peraturan
Daerah ini:

b. UKP Belanja menurut C/IBUKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan
Dacrah ini;

Pasal 5

Lampiran-lampiran scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah inj.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini. mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya. memerintahkan Pengundangan Peraturan Dacerah ini

dengan Penempatannya dalam Lembaran Dacrah Kota NMetro

Disahkan di Metro
Pada Tanggal 30 April 2001

WALIKOTA METRO,
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